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ABSTRACT 
 

The Instruction of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / 

National Land Agency Number 1 / INS / II / 2018 concerning the Acceleration of 

Certifying Land for Worship Places throughout Indonesia, is an effort to accelerate 

registration of endowment land, which in its implementation can be determined as 

the location of Complete Systematic Land Registration (PTSL), so it is expected that 

more endowment land is registered with a faster process, but in reality in Belitung 

Regency and East Belitung Regency, registration of endowment land through PTSL 

is still very minimal. This research aims to find out the cause of the lack of interest 

in endowment land registration through PTSL, as well as the strategies to improve 

it.  

The research method used is qualitative with a descriptive approach, to find 

out description of the implementation of endowments land registration through 

PTSL activities in 2018 conducted by the Land Office of Belitung Regency and the 

Land Office of East Belitung Regency. The selected informants were those who were 

directly involved in the registration of the activities of the local people through 

PTSL in Belitung Regency and East Belitung Regency. The data collection 

techniques in this study are through interviews and documents study. 

The results of this study indicate that (1) the factors that caused the lack of 

registration of endowment land through PTSL in 2018 in both regencies  were: in 

fulfilling the completeness of the documents by Nazhir, limited knowledge of the 

procedures and conditions of the endowment land, and the mindset of the 

community regarding land ownership that physical control is more trusted than 

documents, other than that the role of the village / district that does not prioritize 

endowment land in land registration activities through PTSL, plus the Office of 

Religious Affairs (KUA) as the Acting Officer for Endowment Deed (PPAIW) who 

does not know that the PTSL program can also be used to certifying endowment 

lands; (2) this strategies can be applied to increase the registration of endowment 

land through PTSL are: utilization of the whatsapp group as an online discussion 

forum or one of the forms of indirect assistance, inventory of endowment land and 

preparation of rights by the Village / District Office, and file completion in the form 

of AIW / APAIW and Nazhir Endorsement Letter are assisted by the KUA as 

PPAIW. 

 

Keywords: Endowment Land, Land Registration, PTSL. 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep Tanah Wakaf diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Ketentuan Pasal 49 huruf c UUPA menyatakan bahwa: “perwakafan tanah 

milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus 

terhadap kelembagaan wakaf. Sehingga pendaftaran tanah sebagaimana diatur 

dalam UUPA juga berlaku terhadap tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk 

keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya yang salah satunya adalah 

dalam bentuk tanah wakaf, untuk memberikan jaminan kepastian hukum. 

Namun sangat disayangkan bahwa ketentuan dalam UUPA tersebut baru dapat 

terlaksana setelah 17 tahun yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 

Berdasarkan PP No.28 tahun 1977 tersebut tanah yang diwakafkan harus 

merupakan tanah hak milik atau tanah milik sebagaimana ketentuan Pasal 4. 

Tanah-tanah yang akan diwakafkan tetapi belum terdaftar atau belum 

bersertipikat, baru dapat dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan 

sertipikatnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 6 

Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah 

Milik. Alasan dibalik ketentuan bahwa tanah yang dapat diwakafkan hanyalah 

tanah hak milik saja adalah karena hak milik merupakan hak yang bersifat turun 

temurun, terkuat dan terpenuh, sedangkan hak-hak lainnya mempunyai jangka 

waktu terbatas, hal ini terkait dengan sifat perwakafan yang berlangsung abadi 

atau selama-lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 

Tahun 1977. Orang yang mewakafkan atau wakif tidak lagi mempunyai hak 

atas harta atau tanah yang diwakafkan, harta tersebut bukan lagi kepunyaan 

siapapun, harta tersebut seolah-olah sudah menjadi kepunyaan Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, maka tidak dapat ditarik kembali dan selama-lamanya 
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menjadi wakaf. PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur mengenai tata cara 

perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf lainnya. 

Tahun 2004 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf atau disebut dengan Undang-Undang Wakaf (UUW). 

Dengan diterbitkannya UUW yang secara khusus mengatur tentang wakaf, 

maka pengaturan mengenai objek wakaf menjadi lebih luas cakupannya, tidak 

hanya sebatas pada benda tidak bergerak atau tanah saja, tetapi juga meliputi 

benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Wakaf 

berdasarkan UUW juga tidak membatasi hanya pada tanah milik saja, dimana 

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar atau bersertipikat juga 

dapat menjadi objek wakaf. Jangka waktu pemanfaatan tanah wakaf 

berdasarkan UUW tersebut dapat diberikan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu. 

Pelaksanaan UUW tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. Sedangkan untuk pendaftaran tanah wakaf atau 

pensertipikatannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 2 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang sekaligus mencabut 

ketentuan PMDN No. 6 Tahun 1977. Pensertipikatan tanah wakaf sejatinya 

telah diatur oleh Pemerintah dan sudah dianjurkan sejak lama, sebagaimana 

pendapat Asni (2014,5) bahwa setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia 

mulai melakukan pengaturan praktik wakaf melalui UUPA hingga 

dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf. Peraturan-peraturan sebagaimana 

disampaikan oleh Asni dalam jurnalnya tersebut, menunjukkan bahwa 

Pemerintah sangat peduli terhadap eksistensi tanah wakaf. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) sebagai penyelenggara pendaftaran tanah terus berupaya dalam 

mempercepat pensertipikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan, terbukti 
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dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang 

Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. 

Dikeluarkannya Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bapak 

Presiden pada tanggal 22 Januari 2018 yang diberikan saat penyerahan 

sertipikat tanah untuk rakyat di Kota Palembang. Instruksi tersebut bertujuan 

untuk memberikan kepastian hukum bagi harta benda wakaf, dan mendorong 

percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) 

dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) di seluruh Indonesia diarahkan 

untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta dinas 

terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan, serta membangun basis 

data mengenai jumlah bidang aset tanah tempat peribadatan baik yang sudah 

bersertipikat maupun belum bersertipikat. Dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah tempat peribadatan ini dapat ditetapkan sebagai lokasi Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) maupun melalui pendaftaran tanah sporadik. PTSL 

merupakan salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN. PTSL adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak 

bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan 

itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau 

beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya, 

sebagaimana dituangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Butir 2 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Objek pendaftaran tanah dalam PTSL diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 

Permen No. 6 Tahun 2018 yaitu meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, 

baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak 

yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (2) UUPA yaitu 

meliputi kegiatan: a) pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah; b) pendaftaran 
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hak-hak atas tanah dan peralihannya; serta c) pemberian surat tanda bukti hak 

(sertipikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Percepatan pensertipikatan tanah tempat peribadatan sebagaimana 

tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1/INS/II/2018 serta terbukanya 

peluang untuk ditetapkan sebagai lokasi PTSL dalam pelaksanaan 

pensertipikatannya, maka diharapkan selain dapat mempercepat proses 

pensertipikatan juga mampu untuk meningkatkan jumlah tanah tempat 

peribadatan termasuk tanah wakaf yang terdaftar atau bersertipikat. Akan tetapi 

data tanah wakaf pada website Kementerian Agama yaitu pada Sistem 

Informasi Wakaf (SIWAK) menunjukkan bahwa dari 354.559 lokasi tanah 

wakaf, sebanyak 62,79% telah bersertipikat, sedangkan 37,21% masih belum 

bersertipikat. Berarti masih terdapat ± 131.931 bidang tanah wakaf yang belum 

bersertipikat pada bulan Februari 2019. Lalu bagaimana dengan data dari 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional? Apakah 

data yang ada sesuai dengan data dari Kementerian Agama? Mengingat antara 

keduanya terkait langsung dalam hal perwakafan terutama pelaksanaan 

perwakafan tanah. 

Jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Belitung berdasarkan data 

SIWAK adalah sebanyak 143 bidang dengan luas mencapai 10,30 Ha. 

Penggunaan dari tanah wakaf tersebut yaitu 19,6% mushalla; 68,5% masjid; 

2,1% makam; 4,2% sekolah, dan 5,6% sosial lainnya. Sedangkan untuk 

Kabupaten Belitung Timur berjumlah 82 bidang dengan luas 7,73 Ha. 

Persentase penggunaannya yaitu: 4,9% mushalla; 82,9% masjid; 2,4% makam; 

4,9% sekolah; 1,2% pesantren; dan 3,7% sosial lainnya. Berdasarkan data 

tersebut penggunaan tanah wakaf untuk masjid dan mushalla sangat dominan, 

maka dilakukan pencarian pada Sistem Informasi Masjid (SIMAS) yang juga 

merupakan website Kementerian Agama. Data SIMAS menunjukkan bahwa 

jumlah masjid dan mushalla sebagai tempat ibadah umat muslim yang ada di 

Kabupaten Belitung adalah 154 dengan rincian 67,5% berupa masjid dan 

32,5% berupa mushalla. Sedangkan untuk Kabupaten Belitung Timur terdapat 

149 masjid dan mushalla yang terdiri dari 72,5% masjid dan 27,5% mushalla.  
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Banyaknya tanah wakaf serta masjid dan mushalla yang ada di 

Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tersebut tidak diimbangi 

dengan pensertipikatan di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini terbukti dengan 

adanya data Rekapitulasi Penerbitan Buku Tanah di Kantor Pertanahan yang 

apabila dibandingkan dengan keseluruhan data tanah wakaf berdasarkan data 

SIWAK pada masing-masing Kabupaten maka untuk Kabupaten Belitung 

tanah wakaf terdaftar di Kantor Pertanahan hanya 11,9% saja, sedangkan untuk 

Kabupaten Belitung Timur hanya ada 12,2% tanah wakaf yang terdaftar di 

Kantor Pertanahan, data tersebut diperoleh berdasarkan aplikasi Komputerisasi 

Kantor Pertanahan (KKP) bulan Februari 2019. 

Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dan 

Kabupaten Belitung Timur relatif minim, dan bisa dikatakan tidak seimbang 

dengan jumlah tanah wakaf yang ada. Buktinya adalah pada tahun 2018 saja 

Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung hanya menerbitkan 2 (dua) sertipikat 

Hak Wakaf melalui kegiatan rutin (Sporadik) sedangkan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Belitung Timur menerbitkan 3 (tiga) sertipikat Hak Wakaf  melalui 

kegiatan PTSL. Zelania (2017,6) berpendapat bahwa proses wakaf sebenarnya 

sangat sederhana dan mudah pelaksanaannya. Namun ketika tidak dilakukan 

proses pencatatan atau pendaftaran pada instansi yang berwenang untuk 

memperoleh alat bukti yang kuat berupa Seripikat Hak atas Tanah Wakaf, 

maka hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu masalah atau sengketa, 

terutama ketika Waqif (yang mewakafkan), Nadzir (yang mengelola) dan 

saksi-saksi telah meninggal dunia. Berdasarkan pendapat yang disampaikan 

Zelania tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan pencatatan atau 

pendaftaran tanah wakaf memang penting dan perlu untuk segera dilaksanakan, 

tidak terbatas pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) saja namun juga sampai pada 

diterbitkannya Sertipikat Hak atas Tanah Wakaf untuk menghindari 

permasalahan terutama dimasa yang akan datang. 

Indikasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belitung dan 

Kabupaten Belitung Timur adalah minimnya pensertipikatan tanah wakaf baik 

melalui kegiatan rutin (sporadik) yang menuntut keaktifan dari pemohon 
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maupun melalui kegiatan sistematis yaitu PTSL yang notabene Kantor 

Pertanahan lebih berperan aktif. Selanjtnya adalah bahwa pendaftaran tanah 

wakaf di Kabupaten Belitung  melalui kegiatan PTSL masih sebatas 

pengukuran dan perpetaan saja, belum ke tahap pembukuan tanah dan 

pendaftaran hak-hak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak 

(sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan pendaftaran tanah 

wakaf melaui PTSL di Kabupaten Belitung Timur meskipun telah sampai pada 

tahap pembukuan tanah dan pendaftaran hak-hak atas tanah serta pemberian 

surat tanda bukti hak (sertipikat) sebagai alat pembuktian yang kuat namun 

dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala diantaranya belum 

adanya AIW. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud untuk 

mengkaji dan menulis skripsi dengan judul: “PENSERTIPIKATAN TANAH 

WAKAF MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP DI KABUPATEN BELITUNG DAN KABUPATEN 

BELITUNG TIMUR”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Kenapa minim pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten 

Belitung dan Kabupaten Belitung Timur? 

2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan minimnya pensertipikatan tanah 

wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung 

Timur? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui penyebab minimnya pensertipikatan tanah wakaf melalui 

PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 
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b. Mengetahui strategi untuk meningkatkan minimnya pensertipikatan 

tanah wakaf melalui PTSL di Kabupaten Belitung dan Kabupaten 

Belitung Timur 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian meliputi kegunaan dari segi akademis 

(pengembangan kajian pertanahan) dan dari segi praktis (untuk 

kepentingan pembanguan khususnya pembangunan pertanahan). 

Kegunaan penelitian mencakup 3 hal, yaitu : 

a. Manfaat ilmiah/akademis 

1) Secara akademik dapat menambah khazanah keilmuan tentang 

proses pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL;  

2) Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian 

dalam hal pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL.  

b. Manfaat Sosial 

1) Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang ada, sebagai bahan evaluasi dan sebagai 

alternatif penyelesaian permasalahan yang menyebabkan minimnya 

pensertipikatan tanah wakaf khususnya melalui PTSL. 

2) Bagi Kementerian ATR/BPN untuk perumusan kebijakan yang 

mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan pendaftaran 

tanah wakaf. 

c. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan minimnya 

pensertipikatan tanah wakaf khusunya melalui PTSL. 
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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Faktor-faktor yang menyebabkan minimnya pendaftaran tanah wakaf 

melalui PTSL Tahun 2018 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung 

Timur, ditinjau dari unsur man, machine, money, dan methods tidak 

berpengaruh secara signifikan. Namun jika dilihat dari unsur material 

ternyata terdapat cukup banyak faktor yang mempengaruhi dan saling 

terkait satu sama lain, diantara dalam Pemenuhan kelengkapan berkas oleh 

Nazhir, ketika pembuatan AIW tidak segera dilakukan atau hanya secara 

lisan saja, dapat menyebabkan terhambatnya pembuatan AIW/APAIW. 

Keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur dan syarat perwakafan. Pola 

pikir masyarakat mengenai pensertipikatan tanah bahwa penguasaan fisik 

lebih diyakini dibandingkan dengan sebatas dokumen. Peran pihak 

desa/kelurahan dinilai kurang memprioritaskan tanah wakaf dalam 

kegiatan pendaftaran tanah melalui PTSL ditambah lagi Pihak KUA selaku 

PPAIW yang tidak mengetahui bahwa program PTSL ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf. 

2. Strategi untuk meningkatkan pensertipikatan tanah wakaf melalui PTSL 

setelah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan minimnya 

pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL pada tahun anggaran 2018 tersebut 

adalah: Kantor Pertanahan akan lebih memanfaatkan grup WA sebagai 

forum diskusi online yang merupakan salah satu bentuk pendampingan 

secara tidak langsung, Kantor Desa/Kelurahan akan melakukan 

inventarisasi tanah-tanah wakaf, dan menjalin kerja sama dengan pihak 

KUA selaku PPAIW dalam pemenuhan kelengkapan berkas berupa 

AIW/APAIW dan Surat Penunjukan Nazhir. 
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B. Saran 

1. Pendampingan kepada Nazhir dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf melaui PTSL 

di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.  

2. Membangun kerjasama dengan para pihak yang terkait diantaranya 

Aparatur Desa/Kelurahan dan KUA/PPAIW sehingga dapat menunjang 

kesuksesan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf, dimana aparatur 

desa/kelurahan dapat melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah wakaf 

yang ada di wilayahnya untuk ditindak lanjuti dengan pembuatan 

AIW/APAIW oleh KUA selaku PPAIW, sehingga dokumen-dokumen 

yang diperlukan dapat terpenuhi dan dapat dilakukan proses 

pensertipikatannya oleh Kantor Pertanahan. 
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